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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) vang bekerja pada instansi pemerintah.
Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4): Calon PNS wajib menjalani masa Diklat Terintegrasi

vang dilaksanakan melalui proses Pelatihan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 111
serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 111, maka
diatur mengenai salah satu agenda dalam Pelatihan Dasar (yang selanjutnya disebut Latsar)
tersebut yaitu Agenda Habituasi yang bertujuan untuk mempersiapkan jati diri masing-
masing peserta untuk menjadi PNS vang profesional dan berkarakier. Dalam sistem
pembelajaran Pelatihan Dasar Calon PNS. setiap peserta pelatihan dituntut untuk mampu
mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proscs
penibiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. Pembelajaran
Agenda Habituasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan pembelajaran aktualisasi mata-
mata Pelatihan yang telah dipelajari. Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang
agar peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi melalui  Kkegiatan
pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan penjelasan tentang Kegiatan pembelajaran
aktualisasi sehingga peserta akan memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata
Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi. pembimbingan pembelajaran aktualisasi.
melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja dan
menyusun laporan aktualisasi serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS
tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan. menyiapkan rencana presentasi laporan

pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.



1.2 Tujuan Aktualisasi

Aktualisasi ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas agenda habituasi dalam Pelatihan
Dasar CPNS Golongan Il Tahun 2018 dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi
untuk lulus dan diangkat menjadi PNS Kementerian Sekretariat Negara. Selain daripada itu
tujuan dilaksanakannya aktualisasi adalah untuk menginternalisasikan semua materi
pembelajaran Latsar selama masa on class ke dalam pelaksanaan tugas harian baik sejak

CPNS hingga menjadi PNS di Kementerian Sekretariat Negara.

1.3 Ruang Lingkup

Penulis merupakan CPNS yang menjabat sebagai Analis Hukum dan ditempatkan di
unit kerja Bagian Hukum, khususnya pada Subbagian Perumusan Produk Hukum. Dengan
demikian, aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yang tergabung dalam ANEKA
(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) serta
kedudukan dan peran PNS (Manajemen ASN, Whole of Governmeni, dan Pelayanan Publik)
ini dilakukan di Unit Kerja Subbagian Perumusan Produk Hukum, Bagian Hukum, Biro
Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Deputi Administrasi, Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Waktu pelaksanaan dimulai pada

tanggal 30 Mei 2018 hingga 30 September 2018.



II. PROFIL ORGANISASI

2.1 Visi dan Misi Setjen dan BK DPR R]

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, selanjutnya disebut Setjen dan BK
DPR R!. adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Setjen dan BK DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR RI merumuskan visi: “Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR

RI”. Misi Setjen dan BK DPR RI untuk mencapai visi tersebut dijabarkan menjadi:

i. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan.

dan akuntabel;

2. Memperkuat peran keahlian yang profesional. andal, transparan, dan akuntabel.

2.2 Nilai-Nilai Organisasi Setjen dan BK DPR Rl

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan di lingkungan Setjen dan BK DPR Ri
adalah RAPI yang merupakan singkatan dari: Religius. Akuntabel, Profesional, dan Integritas
scbagaimana diatur dalam Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2012.

Sikap religius diwujudkan dalam tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha FEsa.

Sikap akuntabel diwujudkan dalam tindakan:

I. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan:
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja; dan

4. Memelihara dan menjaga sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan

peruntukannya.

Sikap profesional diwujudkan dengan tindakan:

I. Mengembangkan etos kerja;



2. Bekerja dengan inisiatif. inovatif. dan responsif:
3. Berupaya meningkatkan kualitas kerja: dan

4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi.

Sikap Integritas diwujudkan dalam tindakan:

I. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS:

2. Menjunjung tinggi harkat. martabat. dan kehormatan Setjen dan BK DPR RI:

3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku:

4. Tidak menerima pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriaku:

5. Tidak merugikan orang lain dan negara;

6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

7. Meghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

Aktualisasi akan dilaksanakan dalam unit kerja Bagian Hukum. Bagian Hukum
merupakan bagian dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yang berada di bawah
Deputi bidang Administrasi. Bagian Hukum dalam struktur organisasi Setjen DPR RI

digambarkan dengan bagan berikut.
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Gambar 1. Bagan struktur organisasi tempat aktualisasi dilakukan



Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan

advokasi hukum dukungan perumusan produk hukum. dan pelaksanaan serta pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

=
o

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum:

Penyusunan bahan kegiatan di bidang hukum:

Pelaksanaan kegiatan di bidang hukum;

Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

Dukungan perumusan produk hukum;

Pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan informasi hukum;

Pelaksanaan tata usaha Bagian Hukum;

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat: dan

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Hukum dan Pengaduan

Masyarakat.

Dalam peta jalan reformasi birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2015-2019,

Bagian Hukum mengawal area perubahan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.

I erdapat 4 (empat) rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2019 vaitu:

o

d.

Program Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan:

Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI;

Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen dan BK DPR
RI: dan

Penataan Administrasi/Dokumentasi/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.



11, PELAKSANAAN AKTUALISASI

3.1  Pemilihan Isu Aktualisasi

Sebagai  sistem pendukung DPR Rl sebagaimana diamanatkan di  dalam
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka
Setjen dan BK DPR RI melalui Reformasi Birokrasi berbenah diri dalam memberikan peran
sertanya mendukung terwujudnya parlemen modern yang merupakan tujuan DPR RI1 dalam
Rencana Strategis DPR RI Tahun 2015-2019. DPR yang modern sebagaimana terdapat dalam
Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 merupakan parlemen yang transparan, representatif,

dan mampu memanfaatkan teknologi informasi digital.

Bagian Hukum sebagai bagian dari Setjen dan BK DPR RI memiliki salah satu fungsi
memberikan dukungan perumusan produk hukum. Produk hukum di lingkungan Setjen dan

BK DPR R terdiri dari:
a. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI:
h. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR R1;

. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:

-~

d. Instruksi:

. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding):

-~

—

. Perjanjian Kerja Sama; dan

1. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

st

Pembentukan Peraturan Sekretaris jenderal DPR RI saat ini tidak memanfaatkan
teknologi informasi. Untuk mendukung terwujudnya parlemen modern, pelaksanaan
pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI vang selama ini berjalan perlu diderong
ke arah penggunaan teknologi informasi. Manfaat penggunaan teknologi informasi dalam

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah:



I. Meningkatkan efisiensi:

2. Memperkuat sistem kendali dalam pemebentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR
Rl: dan
3. Mendorong pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk memantfaatkan

Teknologi  Informasi  sehingga salah satu indikator parlemen modern yaitu

pemanfaatan Teknologi Informasi lebih cepat terwujud.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI. proses pembentukan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R1 terdiri atas 4 (empat) tahapan. vaitu:

1. Perencanaan

2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Penetapan

Gambar 2. Tahapan Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl

Aktualisasi dilaksanakan pada tahap Perencanaan dalam pembentukan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Program Prioritas Tahun 2019. Tahap Perencanaan
merujuk Pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah perencanaan Program Prioritas
Lima Tahunan dan Prioritas Tahunan. Tahap perencanaan dikoordinasikan oleh Biro Hukum
dan Pengaduan Masyarakat. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat menerima usulan-
usulan dari Pimpinan Unit Pengusul (Pimpinan Tinggi Madya dan/atac Pimpinan Tinggi
Pratama). Selanjutnya. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat melaiui Bagian Hukum
memberikan pertimbangan hukum kepada Unit Pengusul dari usulan-usulan vang diajukan.
Kemudian, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat bersama Pimpinan Unit Pengusul

melakukan pembahasan bersama tentang usulan-usulan Peraturan yvang diajukan. Setelah




melewati pembahasan, hasil dari tahapan Perencanaon adalah Program Peraturan Sekretaris

Jenderal Prioritas Tahun 2019.

Gambar 3. Tahapan Pembentukan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Masalah yang dihadapi pada kondisi eksisting adalah Bagian Hukum kesulitan dalam

memberikan pertimbangan dan mendukung pembahasan adalah:

I, Unit pengusul memberikan usulan melewati jangka waktu yang diminta:

to

Ada unit-unit pengusul yang mengusulkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

dengan muatan yang sama dengan usulan yang sudah diajukan oleh unit lain: dan

%)

Unit pengusul hanya memberikan judul usulan tanpa discrtai kerangka acuan.

(Gagasan yang ditawarkan menghadapi kondisi eksisting adalah pembuatan sistem
informasi Pengusulan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Dengan adanva sistem
informasi berbentuk digital. Unit-Unit Kerja di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat
mehihat judui-judul usulan yang sudah diajukan. Unit-Unit Kerja sebagai Pengusul juga
dimudahkan dengan adanya panduan dalam membuat kerangka acuan dalam sistem

informasi.

3.2 Hasil Aktualisasi

Aktualisasi menghasilkan menu aplikasi pada portal.dpr go.id . Menu ini digunakan
sebagai sarana bagi Unit-Unit Kerja di lingkungan Seijen dan BK DPR RI untuk mengajukan
usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Menu yang dimaksud dapat diakses pada

portal.dpr.go.id.

Dengan adanya menu pengusulan pada portal.dpr.go.id unit pengusul Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI mendapatkan panduan mengenai dokumen apa saja yang

dibutuhkan dalam mengajukan usulan. Dalam tampilan pada portal terdapat daftar berkas

8



vang harus disampaikan melalui menu unggah. Dengan adanya tampilan tersebut tidak pertu

ada Usulan yang dikembalikan karena ada berkas yang kurang.
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Gambar 5. Tampilan Menu untuk Unit Pengusul mengunggah berkas



3.3 Tahapan Kegiatan Aktualisasi

Aktualisasi dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal tahapan Perencanaan

Pembentukan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R1I Prioritas Tahun 2019.

Oktober 2018) -

Gambar 6. Timeline Prcgram Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Ri Pricritas Tahun 2019

Berdasarkan timeline Perencanaan Pembentukan Program Peraturan Sekretaris
lenderal DPR RI Prioritas Tahun 2019, aktualisasi dilaksanakan untuk menyiapkan sistem
informasi dalam inventarisasi usulan dari Unit Pengusul. Pelaksanaan kegiatan pembuatan

sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai berikui.

Kegiatan dan |
No Tahapan Tabapan Kegiatan Output i
S | PELAKSANAAN
1 | Perencanaan Membuat Telaahan tentang Telaahan Staf f 30 Mei - 7 Juni
Urgensi Sistem Informasi f
Penyusunan Peraturan Sekjen
DPRRI
Presentasi kepada Kepala Biro | Notulensi | 8 Juni
Hukum dan Pengaduan
Masyarakat
FGD dengan Kepala Bagian Notulensi 25 Juni
Hukum dan staf Bagian Hukum
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2 | Perancangan Inventarisasi mengenai ! Data Inventarisasi | 26 Juni - 29
Sistem dokumen-dokumen apa saja | dokumen yang | Juni
yang akan dikelola dengan akan dikelola
Sistem Informasi dengan Sistem
Informasi
Pembuatan desain tampilan | Desain tampilan | 2-6 Juli
sistem Informasi sistemn Informasi
3 Pengembangan Menyiapkan bahan rapat 1. Surat 6 Juli - 9 Juli
Slstem konsultasi dengan Bidang i
Data dan Teknologi > Do.kumen
pointer rapat
Informasi
Menghadiri rapat konsultasi | 1. Notulensi 10 Juli
dengan Bidang Data dan rapat
Teknologi Informasi 2. Daftar hadir
Koordinasi dengan Bidang | Screenshot 11 Juli- 30
Data dan Teknologi . tampilan Sistem Agustus
Informasi |
4 Sosialisasi Berkoordinasi dengan unit- Nota dinas 30 Agustus — 17
unit kerja untuk menviapkan September
dokumen kelengkapan |
rancangan Peraturan ‘
Sekretaris Jenderal DPR Rl i
yang akan diunggah.
Menyiapkan bahan rapat I Skenario rapat 12-15
sosialisasi penyusunan September
Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI. '
S Implementasi Mengunggah Pengumuman 1I_' ngp 17 September

melalui Portal

Pengumuman
2. Screenshot
Tampilan

Sistem
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Berkoordinasi dengan unit- Database Sistern | 17 September —

30 September

i
|
unit kerja mengunggah usulan [
i

Peraturan Sekjen DPR Rl ke

dalam Sistem Informasi

Evaluasi Meminta masukan dari unit- Inventaris 25 September —
unit kerja yang sudah masukan 30 September
mengunggah dokumen
Koordinasi dengan Bidar{g Nota dinas

Data dan Teknologi Informasi
untuk melakukan perbaikan

Sistem jika dibutuhkan

3.4 Penerapan nilai ANEKA dalam Tahapan Kegiatan

Perencanaan

Tahap pertama yang Penulis lakukan adalah membuat telaahan staf yang akan
menjadi bahan untuk penyampaian gagasan kepada mentor yang juga merupakan
atasan Penulis dan Kepala Biro sebagai pcngambil keputusan. Setelah membuat
telaahan staf, hasilnya disampaikan kepada Kepala Biro agar mendapat persetujuan
agar rancangan aktualisasi yang sudah disusun dapat dilaksanakan. Kemudian.
Penulis bersama rekan-rekan pada Bagian Hukum membuat FGD untuk internal

Bagian Hukum mengumpulkan masukan-masukan untuk sistem yang akan dibuat.

Dalam kegiatan perencanaan. Penulis menerapkan nilai akuntabilitas dengan cara
melaporkan setiap kegiatan kepada atasan Penulis. kemudian hasil dari kegiatan
penulis dapat dilihat baik oleh atasan Penulis maupun oleh rekan kerja lainnya di unit
kerja Penulis. Nasionalisme Penulis dibuktikan dengan menelaah aturan-aturan
perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan aktualisasi Penulis. Etika Publik
diterapkan Penulis dengan menjaga etika ketika berkomunikasi dengan rekan kerja
dan atasan Penulis dalam tahapan kegiatan ini. Penulis menjaga komitmen mutu
dengan berusaha memberikan muatan telaahan staf yang kontekstual dan inovatif bagi

organisasi.

12
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Gambar 7. Presentasi kepada Kepala Biro Hukum dau Pengaduan Masyarakat, Kepala

Bagian Hukum, Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum dan Analis Kebijakan
o e T~

Gambar 8. FGD dengan Bagian Hukum

Perancangan Sistem

Kegiatan perancangan sistem diawali dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang
akan dikelola dengan sistem informasi. Hal vang dilakukan Penulis adalah
mengumpulkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tahun-tahun sebelum 2018
tentang Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Prioritas Tahunan. Data yang

Penulis dapatkan adalah Keputusan untuk Prioritas Tahun 2016 dan Prioritas Tahun

17
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2017. Hal lain yang Penulis lakukan adalah merancang sistem menyesuaikan dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Akuntabilitas Penulis diwujudkan dengan melaporkan secara periodik kemajuan
desain sistem vyang sedang dibuat kepada atasan Penulis. Nasionalisme Penulis
ditunjukkan dengan berusaha membuat rancangan sistem yang tidak keluar dari
perundang-undangan yang berlaku. Komitmen mutu Penulis terapkan dengan
membuat rancangan yang inovatif berbasis teknoiogi informasi. Anti Korupsi Penulis
wujudkan dengan tidak menghilangkan substansi dari aturan Pedoman Pembentukan
Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI walaupun berganti dari format

manual ke digital. Konsep Whole of Government Penulis wujudkan dengan mulai

berkoordinasi dengan unit kerja lain yaitu Bidang Data dan Teknologi Informasi.

»

Gambar 9. Melaporkan desain sistem yang dibuat kepada mentor sekaligus atasan.
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Gambar 10. Membuat inventarisasi dokumen yang akan masuk dalam sistem bersama

mentor.

Pengembangan Sistem
Bahwa pembuatan sistem Informasi bukan merupakan kompetensi Bagian iHukum,
maka dalam pembuatan sistem informasi dalam aktualisasi ini Penulis berkoordinasi

dengan unit kerja lain yaitu Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Akuntabilitas Penulis terapkan dengan membuat notulensi dalam rapat koordinasi.
Nasionalisme Penulis tunjukkan dengan menggunakan server dan sarana teknologi
informasi lainnya yang dimiliki Indonesia. Etika publik Penulis tunjukkan dengan
menjaga ctika baik dalam komunikasi langsung maupun melalui alat komunikasi
seperti ponsel. Komitmen mutu Penulis terapkan dengan memberikan masukan-
masukan dalam rapat-rapat pengembangan sistem. Anti korupsi Penulis terapkan
dengan tidak diskriminatif’ dengan semua pihak yang terkait dalam pengembangan
sistem. Whole of Government tercermin dalam pengembangan sistem yang tidak

hanya dilakukan oleh unit kerja Penulis sendiri, namun bekerja sama dengan unit lain.
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Gambar 12. Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
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5.

Sosialisasi

Sehubungan dengan penggunaan sistem informasi yang dibuat diperlukan sosialisasi
kepada unit-unit kerja sebagai pengguna. Posisi Penulis sebagai staf pada unit kerja
tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi kepada Pimpinan unit-
unit kerja yang merupakan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Tinggi
Pratama. maka yang Penulis lakukan adalah menyiapkan bahan sosialisasi berupa
skenario rapat sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan

Pengaduan Masyarakat.

Akuntabel Penulis terapkan dengan membuat salinan tanda terima nota dinas tentang
sosialisasi bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Nasionalisme
Penulis tunjukkan dengan menyarankan waktu rapat sosialisasi tidak mengganggu
waktu ibadah. Etika Publik Penulis tunjukkan dengan menjaga etika dalam rapat
sosialisasi. Komitmen mutu Penulis tunjukkan dengan membuat skenario rapat yang
mudah dipahami oleh pimpinan rapat. Whole of Government diierapkan dengan
mengundang unit-unit pengusul Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dalam rapat

sosialisasi.

Gambar 13. Rapat Sosialiasi Pengusulan Program Peraturan Sekretaris Jenderal DPR

RI.

Implementasi

Implementasi dilaksanakan dengan mengunggah pengumuman lewat portal.dpr.go.id.
Unit-unit pengusul Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dapat mulai mengunggah
kelengkapan berkas pada menu yang telah disediakan. Dalam pengumuman juga

dilampirkan panduan bagi unit-unit pengusul. Hasil dari tahapan kegiatan ini adalah

17



daftar usulan Peraturan Seckretaris Jenderal DPR RI. Sampai dengan tanggal 28
September 2018, terdapat 4 (cmpat) usulan vang sudah diterima. Usulan dimaksud
adalah sebagai berikut.

I. Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional

Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

2. Pengangkatan dari Jabatan Lain untuk Menjadi Analis Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara:
3. Rincian Tugas Pokok. Hasil Kerja dan Standar Kualitas Jabatan Fungsional Analis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan
4. Sistem Penilaian Kinerja Unit Kerja Untuk Akselerasi Capaian Target Organisasi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Akuntabel dapat dilihat dari hasil implementasi sistem dimana unit-unit kerja di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat melihat usulan yang masuk. Etika publik
ditunjukkan dengan mengumumkan implementasi sistem dengan cara yang mudah
diketahui semua pegawai. Whole of Government ditunjukkan dengan meletakkan

menu pengusulan pada portal yang terintegrasi dengan unit kerja lain. seperti

keuangan, kepegawaian. diklat, dan pelayanan keschatan.

= VO = RE ST —

- ih
B
o 2 &

S1AP’ BERUBAH
Prolegoolel At tang il

i~

« Chat Now (0)

Db i z:,-;a?m

Gambar 14. Pengumuman pada portal.dpr.go.id

18



6. Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan meminta masukan dari Unit Pengusul Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI. Seclain itu. Penulis berkoordinasi dengan Bidang Data dan
Teknologi Informasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada menu vang terdapat

pada portal.dpr.go.id

Akuntabel diterapkan Penulis dengan melaporkan kepada atasan Penulis mengenai
masukan dari unit pengusul untuk perbaikan sistem. Nasionalisme Penulis terapkan
dengan cara bermusyawarah dengan rekan-rekan kerja di unit kerja tentang tindak
lanjut dari sistem yang dibuat. Etika publik diterapkan dengan menjaga etika dalam
berkoordinasi. Komitmen mutu Penulis tunjukkan dengan mengusulkan bahwa sistem
informasi ini tidak berhenti pada tahap inventarisasi usulan namun berlanjut pada

tahap pemberian pertimbangan dan pembahasan usulan.

.” i

.,\f : v, e Raatn) — o ‘
Gambar 15. Berfoto bersama dengan salah satu Pimpinan Unit Pengusui

L.
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V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa adanya sistem informasi Pengusulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl
sangat bermanfaat dalam membantu kinerja pegawai di Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, mengingat selama ini kendala seringkali muncul dalam pelaksanaan pemberian
pertimbangan dan pembahasan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. Adanva usulan
yang diajukan tanpa dilengkapi kerangka acuan membuat pemberian pertimbangan tersendat.
Adanya usulan yang diajukan melewati batas waktu yang dijadwalkan Biro Hukum dan

Pengaduan Masyarakat juga menghambat penetapan Program Prioritas Tahunan.

Setelah adanya sistem informasi Pengusulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI,
unit-unit Kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mengetahui usulan Peraturan Sekretaris
Jenderal DPR RI apa saja yang sudah diusulkan sehingga menghindari satu unit kerja
mengusulkan Peraturan Sekreteris Jenderal DPR R dengan muatan yang sama dengan yang
sebetulnya sudah diusulkan oleh unit kerja lain. Unit-unit Pengusul juga terpacu melengkapi

kerangka acuan yang dibutuhkan karena dapat dilihat oleh unit kerja lain.

Dengan demikian. gagasan pembuatan sistem informasi Pengusuian Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR Rl dapat memberikan kemudahan serta memberikan dorongan
Setjen dan BK DPR RI dalam akselerasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

menuju parlemen modern.

4.2 Saran

Penulis berharap sistem informasi yang sudah dibuat dilakukan penyempurnaan
berdasarkan masukan-masukan dari unit-unit Pengusul sebagai pengguna. Penggunaan sistem
informasi ini juga perlu dilengkapi dengan bimbingan teknis mengingat sclama ini proses
pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tidak pernah dilakukan dengan bantuan
teknologi informasi. Sistem informasi ini juga dapat dikembangkan tidak hanya berhenti pada
tahap Pengusulan Peraturan Sckretaris Jenderal DPR RI, namun juga dalam pemberian
pertimbangan hukum atas usulan yang sudah diterima Biro Hukum dan Pengaduan

Masyarakat. Saat ini pemberian pertimbangan dilakukan dengan surat menyurat.
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i mEngamokan usuian rancangan Perateran Semer DPR B2
Chler]

Ao e
uar —"roarcr Fempentukan Perawran Sekjen OPR Ri 5 (lima; tanunan !

i kajan mengenai urgensi usulan tersebui.

Unit pengusu! hanya membenkan memberikan judul rancangan Peraturan
Sekjen DPR Ri tanpa disertai kerangka acuan.

Unit pengusul mengirimkan usuian melewati batas waktu yang diminta oleh

'Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum'déh pengaduan masyarakat.

. Fakta yang Mempengaruhi
Sahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Sekjen DPR Rt Nomor 20

tahun 2(_)#7 tentang Pembentukan Proquk Hukum Setien dan 8K OPR RI 8ire
yang mempunyai tugas di bidang ﬁukum'danv;iédgaduan' masyarakat'menefima
usutan Pembentukan Peraturan Sekjen DPR Ri dari Ptmpman Unu engus:

Bahwa berdasar-(an Pasm ..2 °eraturan Sek;en ODR R} Norro’ 20 tahu\
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dilermia alehy Uit Ketpa pada angagad 6

November 2317 berdasarkan tanggal pada tanda tetima

Bahwa batas waktu penyampaian usulan Rancangan Pesekjen DPR R yang

diminta Bird Hukum dan Pengaduan Masyatakal adatah 27 Novembey 2017

namun beberapa Unit Pengusul mengajukan usulan Rancangan Peraturan
Sekien DPR RI lewat dan batas waklu yag diminta schingga menghambat
penentuan prioritas tahun 2018.

Bahwa usulan-usulan Peraturan Sekjen DPR Rl yang disampakan tdak
meiampirkan Kerangka acuan sesuat Pasal 28 ayat (2) yang paling sedikit

w

memuoat

a. Latar belakang,

b. Maksud dan tujuan pengaturan;

¢. Dasar hukum,

d. Materi yang akan diatur; dan

e. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain

V. Analisis A ' o
Berdasarkan fakta-fakta yang‘ ' :mpengaruhl dalam knndlst ek isti

terdapat hambatan dalam: Penyusman ., rggram Pembentukan Peratumq e
DPR RI Prioritas Tanunan._oach aari kondcsr tersebul adalab .Penyman

i

"
'?},"‘.."v

i i ;vt%‘«\%‘&é O R a0 il ; 1_%\“ S
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nomplementas:

ana senarusnya usulan
acuan namun  calam
Jdut sgia Usutan Feraturan
\erangra acuan verdampak
“@n prionlas
Pemecahan yang munrgx- qapa! drasu=an urtuk mengantisipasi dampak

zlah menggunasan sisies niermas: galam penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Sekjer DPR R! Priortas Tahunan, Menurut Jessup
(2008), Sistem informasi adaiah komtunasi hardware, software dan jaringan
telekomuntkasi yang dibangun agar dapat digunakan untuk mengumpulkan
(collect), membuat (create) dan mendistribusikan (distribute) data yang berguna
didalam suatu organisasi. Dalam pemasalahan penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Sekien DPR Ri Priontas Tahunan, Sistem Informasi yang
dimaksud adalah pengumpulan usulan Perawuran Sekjen DPR RI melalui
portal dor go id disertai kerangka acuan paling sedkit memuat latar belakang,
dasar hukum. dan mater yang diatur
Manfaat penggunaan Sistem Informasi dalam penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Sekjen DPR Rl Pricritas Tahunan adalah sebagai berikut.
a. Usulan yang disampaikan Unit Pengusul lebih lengkap dengan kerangka

acuan; |
b. Usulan yang lengkap disertai kerangka acuan memudahkan dalam mg«nbé;ika :

pertimbangan untuk menentukan pricritas. dan e
c. Usulan dapat diterima tepat waktu

pegawai pada Biro Hukum dan Pangaduan Masyarakag kar
memiliki kompetensi tersebut Hambatan ini dapat diatasi dei
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]

raxai dapat terkocrdinasi dengan

msneragran Sistem informasi dalam

n Seyen BPR R Priontes Tahunan.
N Fengaduan Masyarakal juga geriu meansosialisasikan kepada
njusul agar menyiepkan kslengkapan terupa kerangka acuan dari
usulan Peraturan Sskien DPR RI veng akan disampaikan.

Analis Hukum,

Edy Susfio. SH.* .
NIP15500416201801100
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LAPORAN SINGKAT
FOLUS GROUP DISCUSSION
TENIANG PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Uiz
\
ol

lempat Ruang Rapat Bagian Hukun

Acara FGD  rentang  Pembuatan  Sistermn  Informasi  Penyusunan  Peraturan

Sekretans jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

POKOK-POKOK PEMBAHASAN:
Disepakati bahwa akan dibuat Sistem Informas Penyusunan Peraturan Sekjen.

1.

2. Sistem informasi yang dibuat adalah untuk tahapan penyusunan Program Peraturan
Sekjen.

3. Bahwa dalam pembuatan sistem informasi perlu bekerjasama dengan Bidang Data dan
Teknologi Informasi.

4 Disepakati untuk mengagendakan rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
pada bulan Juli.

5. Bahwa sebagai tindak lanjut FGD akan dibuat time frame kegiatan pembuatan sistem

informasi
Rapat ditutuep pukul 12.00 WiB

o

jakarta, 25Juni 2018
Kasubbag Perumusan Produk Hukum

4

/

Nadya Sucianti Kharisa, S.H.
198211172005022001
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Panduan Kerangka Acuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pengajuan usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI disertai dengan
kerangka acuan dan/atau naskah kebijakan yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan pengaturan;

3. dasar hukum;

4. materi yang akan diatur; dan

5. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

1. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI akan dibentuk. Pemikiran tersebut mengarah
kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna
mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR RI.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan
hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Peraturan Perundang-
undangan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
Sekretariat Jenderal dan Badan dan Keahlian DPR RI. Landasan sosiologis
sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan
kebutuhan Sekretariat Jenderal dan Badan dan Keahlian DPR RI.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan
hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan.

2. Maksud dan Tujuan Pengaturan

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,
dan arah pengaturan.
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3. Dasar Hukum

Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

4. Materi yang Akan Diatur
Materi yang akan diatur dikelompokkan ke dalam:
a. ketentuan umum;
b. materi pokok yang diatur;
d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
e. ketentuan penutup.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan
kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang
diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan
yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

5. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangzn lain.

Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan
materi yang akan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal yang akan dibuat.
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Prototipe Tampilan Sistem

R $ B il

b Ustlan Rancangan Persekien

Nama Unit Pengusul®

Judul Usulan Persekjen

Unggeh Kerangka Acuan Rancangan Persekjen
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A ':v- BRI AR BST Isma ra rrmnes WIS
:
" SEKRETARIAT JENDERAL 1Al EADAN KEAHLIAN
3 e DEWAk RYYAIILAN Rans v UELIK INDONESIA
i
i
i KT
Wore oY
H -
Kepala Bidang Data dan Teknologi Informass w.p Koordinator Bidang Data dan Aplikasi;
- Kepala Subbagian Perumusan Produk Hukum:
1. Kepala Subbagion Pertimbangan dan Advaekasi Hukum:
1. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum: dan
5. Para Analis Hukum, Bagian Hukum.

JAKARTA

fengan hormat, bersama ini cisampaikan pahwa dalam rangka peningkaten
pelaksanaan tugas dan fungst Bagian Hukum horbasis aplkas, maka kami mengundang
Bapak/ibu untuk menghadiri rapat yana akan diselenggarakan pada:

Hao/Tanggal @ Selasa, 10 Jul (I8

Pukut + 09.00 Wib = Selesa
Tempat . Ruang Rapat Bagian Hukum
Lantai [1, Ged. Sekretariat Jenderal DPR-RI
Acara . Diskusi dan menca masuaan lerkalt digtaksast dukungan

porumusan  produs musum  dan  pertimbangan hukum  di
Lingkungan Sekretariat Jendera: can Badan Keahlian DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut maka kami mohon kehadiran bapak/ibu sekalian
pada acara dimaksud. Demikian untuk menjedt maklum, atas perhatian dan_kehadiran
Ssudara kami uczpkan terima kasih. Vi R Gl N
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Son EWAN PERWAKILAN RAXYAT REPUBLIK INDONESIA
i > Huki dan Pengaduan Masyarakat
Acare Fembahazan Pemboatan Sistem informasi Penyusunan Program Peraturan

Sreretaris Jendaral Dewan Penwakilan Rakyat Republik indonesia
Hadir - Kasub Perumusan Produk Hukum

- Xasub Pertimbangan dan Advokasi Hukum

- Kasub Dokumentasi dan Informasi t!ukym ‘ .

- Analis Hukum | '

- Pranata Komputer Madya

- Pranata Kempiter Muda

- Staf Bagian Hukum
POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

1. Disepakati bahwa sebagai bagian dig‘italisas"g.du_kupgén: efu" '

pértimbangan hukum akan dibuat ,me,n’u_‘ bafdfpida‘_ﬁd‘rt_él.d
2 Menu baru yang dibuat padé §§rtai,dbr,gb.id adalsh: me

_Sekjen dan Template Surat Keputusan..

erkas-berkas yang akan disimpan dal

sdalsh:
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NOTL TINAS

‘i hash rapat tanggal 10 Juli 2018 dengen Bidang

Data dan Teknciogh informast, Kami mohon bantuan Saudara untuk membuat sud
meny pada porial dpr.goid agar uf unit-unit kerja di fingkungan Sekretadal Jenderat dan
Badan Keahlizn OPK Ri mengunggah usulan Persekien DPR Rl sebagai bagian dari
‘program digitaisast dukungan perumusan produr hukum dan pemmbangan hukum dj
lingkungan Sefretana! Jenderal dan Bedan Keahlian DPR Rl

Atas perhation dan kerjesama Saudara Kami mengucapkan !enma kasm
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SENEETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
g 5 ek = PERWAKILAN R l:(\}i.’ .‘TF:‘ UELIK INDONESIA
¥ e oW 307 908
|
Kepala Subbagian Perumusan Praduk Hulum;

Kepaia Subbagian P mbangan dan Advokasi Hukum:
Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum:®
atiza Emra, S.7., M.SC. (Pranata Komputer Madya);
Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. (Pranata Komputer Muda); dan
5. Para Analis Hukum, Bagian Hukum.

JAKARTA

Dengan hormat, bersama ini disampaikan bahv:a dalam rangka peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwn Hukum berbasis apiikasi, maka kami mengundang
Bapak/Ibu untuk menghadini sapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tangaal 1 Kamis, 23 Agustus 2018
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat ! Puand Rapat Bagian Hukum
Lantai 11, Ged. Sekretariat Jenderal DPR Rl
Acara : Koordinasi terkait pembuatan submenu pada. poctal.dprgo id

sebagai bagien dari program digitalisasi dukungan‘ perumusan
produk hukum dan perimbangan hukum ' di 'll(sgkhngan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R!-.,-

Saudara kami ucap'\'an terima kasih.
A

uu M
.J:;!;é‘w‘%@i‘»

Jazsgn.
K ecala Biro: Hukum dan Pengad
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Skenario Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja
Tentang
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R|
Prioritas Tahun 2019

"Assalamu ‘alaikumn warrahmatullahi wa barakatuh
Terima kasih atas kehadiran Bagak/ ibu pada hari ini dalam Rapat di Luar Jam Kerja

Semcga kita semua dalam headaan sehat wal'afial.

"Perlu Saya sampaikan bahwa rapat ini dafam rangka koordinasi untuk menyusun
Program Pembentukan Peratyran Sekretaris Jenderal DPR R Prioritas Tahun 2019.
Bahwa sesuai Persekjen Noemor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Setjen dan BK DPR Ri, Pembahasan Program Pembentukan
Peraluran Sekretaris Jenderal DPR R) dapat melibatkan Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pimpinar Tingg: Pratama dari Unit Pergusul.

"Bapak Ibu yang Saya hormati, pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan
Sekretaris Jenderat DPR Ri disusun untuk jangka waktu tertenty yang terdiri atas
a. program 5 {lima} tahunan dan
b. program prioritas tahunan.
. ,.Progr"tam:Pemben(ukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 {ima} tahunan, yang

biasakitasebux oengan torakst didasarkan pada usulan dari Pimpinan Unit

- Pe"‘g“s“‘- Km‘ selaku Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan
masyarakatmenenma usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Pimpinar Unit Pengus.:t Program pembentukan Peraturan Sekietaris Jenderal
. {hma tahunan detapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal PR R} .
}‘mu!aji.bsejak tahun 2016 untuk kurun waktu hingga tahun 2020 dan telah
engan Keputusan Sekjen.

. pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR R Prioritas
mg;'igacu pada program 5 (kma) tahunan. Kami informasikan untuk
cangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Ri disertai
u naskah kebijakan yang paling sedikit memuat:

dengan

BN pengaturan:
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4 Materi yang akan diatur; dan
5. Keterkaitan dengan Undang-Undang lain.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Program Prioritas Tahunan tersebut, akan
dilakukan pembahasan sesuai aturan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan
BK DPR R yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sesuai
penugasan darn Sekretaris Jenderal melalui Deputi Administrast

Pembahasan nantinya akan melibatkan Unit Pengusul dan Unit Kerja yang terkait.
Rancangan akhir hasil pembehasan kemudian ditetapkan dan disosialisasikan oleh
Unit Pengusul,

Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk pengajuan usut Peraturan Sekjen DPR RI
untuk Prioritas Tahun 2019 disampaikan melalui menu Usulan Persekjen yang
terdapat pada portal. Petunjuk pengisian adalah dengan membuka portal. Kemudian,
kikk Usulan Peraturan Sekjen pada kolom menu di sebelah kanan atas. Selanjutnya,
kiik "Tambah Usulan”. Usulan yang diunggah terdiri dan Judul Usulan Persekjen, nota
dinas dan Unit Pengusut ditujukan kepada Sekretaris Jendera!, dan kerangka acuan.
‘Kerangka acuan paling sedikit memuat;

a. latar belakang:

o b maksud dan tujuan pengaturan:

. materi yang akan diatur; dan

keteﬁcaﬁandengan peraturan perundang-undangan yang lain

onsepmngan peraturan juga dapat diunggah apabila Unit Pengusul sudah siap.

Pimpinan.rapat mempersi'lahkan anggota rapat memberikan tanggapan. )
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AKYA

B e

REFADA ABPALL PUSAT KAJIAN ANGGARAN L
GAR AEPALA BIRD MUKUM DAN PENGADUAN SiASYARAKAT

ndonesia Prionitas Tahun 204G, mchon

Vomen

Tanun 2018, Usulan tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakiian Rakyat Republik lndonesia Tehun 2016-2020 {Long-Lisf) sebagaimana

rempersiepkan dafter usuian Rapersekjen yang akan menjadi Prioritas

eriampir. . - .
Usulan dimaksud agar dibuat dengén »disenai-kera{ngka acuan danfated naskah Kebijakan

yang paling sedikit memuat: . . .
a latarbelakang; E R
b. maksud dan tujuan pengaturan; :
¢. dasar hukum; o ‘ o
d. maten yang akandratundan o : :
e. keterkaitan den jan peraﬁ:fén"péruhﬂang-undgtg@ yang tain

.

Demikian atas perhali
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SERETARIAT ,.‘E?““-C‘f AL DAN BADAN KEAHLIAN
= N AR KYAT REPUBLIK INDONESIA

NS o . A By [}

KEFADA 1TH INSPEKTUR UTAMA <4 7, §

DARI . KEPALA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

HAL © PERSIAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRIORITAS TAHUN 2018

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2018

Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Program Pembentukan Peraluran
Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahun 2018, mohon
kiranya Bapak dapal mempersiapken daftar usulan Rapersekien yang akan menjadi Prioritas
Tahun 2019. Usulan tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenders!
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonssia Tehun 2016-2020 (Long-Lisf) sebagaimana
terlampir.

Usulan dimaksud agar dibuat dengan disertai kerangka acuan danfatau naskeh kebijakan
yang paling sedikit memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan;
¢. dasar hukum;
d. materi yang akan diatur; dan
8. kemmmmpemmpemndmg-mmmm
- Demikian atas perhahamya dan kenasamanya. kami ucapkantenmakas»h
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™ SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOTA DINAS
NG: ER/Hk VNI/205

& pran 266

KEPADA XEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASH
DAR! KEPALA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
HAL PERSIAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRICRITAS TAHUN 2019

TANGGAL 30 AGUSTUS 2018

Bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Sexretaris Jenderal Dewen Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahun 2018, maohon
Saudara dapat mempersiapkan datar usulan Repersekien yang aken menjadi Prioritas Tahun
2019, Usuian tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018-2020 (Long-Lisf) sebagaimana terlampir.

Usulan dimaksud agar dibuat dengan disertai kerangka acuen dan/ziau naskah kebijakan
yang paling sedixit memuat: '

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan pengaturan;

¢. dasar hukum;
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LM, JENDERAL GATOT SUBROTC JAKARTA KOUE POS 10270
TELF (027 8718 349 FAX, (021) 5715 423 / 5715825, WESSITE | wvav.dpr.go.id

KEPADA
DARI

HAL
TANGGAL

NOTA DINAS
NO: GF/ Nk /2003

KEPALA PUSAY PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
. PERSIAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRIORITAS TARUN 2019
¢ 30 AGUSTUS 2018

‘Bahwa daslam rangks perencanaan penyusunzn Program Pembentukan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pronias Tehun 2018, mahon
kiranya Saudara dapat mempersiapkan daftar usulan Rapersskien yang 2kan menjadi Prioritas
Tahun 2019. Usulan tersebut dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakian Rekyal Republk indoresia Tahun 20152020 (Long-Lis) sebagaimana

terlampir.
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KEPADA SHEtel: AEE LK DAN KEUANGAN o ’)
DARI . KEPALA BIRG HUKUM DA3 PENGADUAN r.-AstqAKAT ’
HAL . PERSIAPAN USULAN RAPERSEKJEN PRICRITAS TAHUN 2018

TANGGAL - 30 AGUSTUS 208

Bzhwa dalam rangka rogrem  Pemberiukan reratura”

Sekretaris Jenderal Dewan Perazkian Rak et Ragubik indonesia Prcritas Tahus 2019, il led
kiranya Saudara dapat memparsiapkan dafizs usuian Repersekien yang akan menjadi Pricrites
Tahun 2019. Usulan tersebat dapat mengacu pada Program Pembentukan Sekretaris Jenderal
Dewan Pelwakn!an Rak;at Republik 'ndonesia Tahun 20162020 (Long-Lis) sebagaimansa
leriamplr S :
Usulan damaksud sg9r dibual dengan disertal kerangka acuan danfateu naskah kebijaken
yang. péling sed‘lot m=muat.

- alater belakang,
i aksud dan tuluan pengaturan

4. mater yang akan diatur; da'}
8 kezerkatan_dengm pesghuran pemdaxg_undangaa yang! !am

Demﬁoan at% perhanaz'n ;a dan xﬁnasazrfma ‘r=1u t}CaDtﬁan 1eﬁma kas?x-

68

| s oA SRR



RIAT JENDERAL TAN BADAN KEA

FF‘U"‘:I HOINDO!

N

SRV G N PERWAKILAN RAKYAT

.ITJ 2%':

kami sampe
. Bahwa dalam Frogram

indonesia Fnorias wah detapten dyam Repuwsen Sehelats Jenled Cewan
Perwakiian Rakyal Reputiu nds anesa ) \c:mr 241 “LE’\"’PNS'e"‘ap\,t Qapersek;en y2ng belum r.*emiuu
draft, Mohon kiranya Saudsra dapat menjgiasker -*etkembangan drad Rapersek,e.- ekl
a. Perubahan atas Peraluran Sexrelaris Jenderal Dewan Penw akitan Rakyat Republik Indenasta Nomor 18
Tahun 2017 'emarg S.avda Kompeténsi Jabatan dt Lingkungan' Qekrezanat Jendera! dan Badan
Keahiian Dewars Pemai«‘aﬁ Rakya.ﬁeputﬁdmsa' EE ’ '
. b: Petusjuk Tekis dan Petunjuk Pelaksgnaan Jabatan Fungsiast Ped«atah t.ees!au an
Pe;un;uk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabata'\ Fangs:oml As‘,.&en Perisaiah Legls-ahf 5
Ba.‘lwa dalam rangka perencanaan pwnyusanan Pzogram Pemwn‘ukan Peraturan Sekietaris Jerdem! ,
Bewan ‘Perwakilan Rakvat Republi Indonesia Priortas Talum 219, mohon Kimanya Saudara dapat .
rsian usian Raperseijen yang akan rrenjadi Profitas Tahun 20t Lsuianﬁanétsp e
pat mengecu pada Program. Pembenkukan’ Sekretaris: Jenderal Dewian Perwadian Raky
ndoaes:a Tahun 2010-2020 (sz‘g-ub‘} sebagasmana teﬁamper Usu*an

: °c aturen Sewretany Janderal Dews -e:v.a‘\'nia- Rakya: Repubis
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAK|LAN RAKYAT REPUBLIK INDONES

N JENDESAL CATOT SUBROTO JAKARTAKODE POS 1027¢
TRID 1 &5 2718 G258 WEBSITE  wowin e

.akanta, 16 September 2015

rgkungan Sekretanat Jenderal dan

£ersama in

Y berizhukan dengan hormat bahwa dalam rangka
penyusunan Program Fembentukan Peraturan Sekrelaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyal Republix Iindonesia Prioritas Tahun 2018, diharapkar
kepada para Pejabat Pimonan Tinggl uniuk membuat daftar usulan Program
Peraturan Serratans Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesta
yang akan meénjadi Priortas Tahun 2019, Usulan dimaksud agar dilengkapi
kerangka acuan dan‘atau naskah kebijakan yang paling sedikil memuat

latar belakang.

tomarsud dan tuuan pengaturan

dasar hukur

(s8]

& maiern yar
keterkaitar dengan pe

Jsulan Prc

@

iran perundang-undangan yang fain.
kan Peraturan Sekrelaris Jenderal dan

Dahng lanitat o
Alas keras

Jultasth S.H., M.H
NIP. 196107251988032001
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Screenshot tampilan Sistem
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Database Daftar usulan yang sudah diterima
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Contoh Kerangka Acuan dari unit pengusul yang diterima melalui aplikasi:

KERANGKA ACUAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
UNTUK MENJADI ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat
Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ketentuan
romawi IX huruf C Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015
tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur bahwa Analis APBN
dapat diangkat dari jabatan lain. Untuk melaksanakan ketentuan
dimaksud maka diperlukan aturan teknis pelaksanaannya melalui
penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengangkatan dari Jabatan Lain untuk menjadi Analis Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara. Kebutuhan inilah yang mendasari
dibutuhkanya penetapan persekjen ini dan juga bagian dari
pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) Permenpan 29 Tahun 2014 yang
mendelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal
DPR RI.

B. Maksud dan Tujuan Pengaturan
Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengisi formasi
Analis APBN yang berasal dari jabatan lain dari dan di luar lingkup
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke dalam Jabatan
Fungsional Analis APBN

C. Dasar Hukum
Dasar hukum peraturan ini adalah sebagai berikut:
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

2. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan
Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

D. Materi Yang Akan Diatur
Materi yang akan diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan pengangkatan dari jabatan lain
2. Tata cara pengusulan pengangkatan jabatan analis APBN dari
jabatan lain
3. Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional analis apbn

E. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Peraturan ini berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-
undangan lainnya, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Seckretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republilk
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia
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Nota Dinas Permintaan Penyempurnaan Sistem

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAM: 1/ 7.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUE!LW 1 SISTOT N

LN JENDERAL GATOY SURGEOTO) JEAARYL vl 0 e
TELP. {021} 5715 MG FAX (L21) RT15 4773 1 6715 Gri, Wt

NOTA DINAS
NO: Hk.ov / 23¢ /Ix /25

! KEPALA BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMAS:
H ’_KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI HUKUI
PERM NTAAN AKSES MENU USULAN PERSEKJEN PADA PCRTAL

ada‘port'alvd ‘go:d K_amt mohon bantuan 1bu agar Bagian Hurur
mnoe!ak.daﬂar usutan Program Pexaturan Sekretars Jenderai yang

KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN
DAN ADVOKAS! HUKUM,
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Nota Dinas Permintaan Penyempurnaan Sistem

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN LAt
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUELIY il
JUN JENDERAG GATOT Sagpfery (0 (noptery v
TELP (027) 5715 BAGFAX (021, 5714475 0 4704 a0t

| . NOTA DINAS
! i NO: HE.or / 23¢ /1fr /7

KEPADA : KEPALA BIDANG DATA DAN TEKNGLOGH INFORMAS
DARI : KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN ADVOKAS! HUF 17
HAL : PERMINTAAN AKSES MENU USULAN PERSEKJEN PADA #0541

L : 27 September 2018

an.lelah adanya menu Usulan Peraturan Serretaris Jendaral De vz Parnas ar
pada portal.dpr.go.id , kami mohon bantuan 1y age” Zajar « ..
t mencetak daftar usulan Program Peraturan Sewretads jerders |
'nenghga! Bagian Hukum tidak dapat mencatzs dzar 20

w
u

w)

KEPALA SUBBAGIAN PERTIMEANG AN
“DAN ADVOKASI HUKUM,
——

Emi Husniyati, S.H., M.H.
‘ng. 19810105_2005022002
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